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Suasana Kampung Pecinan pada tempo dulu, tampak bangunan bertingkat yang masih terbuat dari Kayu, dahulu dijadikan Ruko (Rumah Toko) oleh masyarakat etnis Tionghoa untuk tempat tinggal sambil berdagang.
[image: ]
Kampung Pecinan atau Chinatown Siak tempo dulu
Sumber: https://riauair.com/mobile/detailberita/8070/chinatown-legenda--kota--tua-kerajaan-siak-yang-musnah-menjelang-fajar 








[bookmark: _Toc67430240][bookmark: _Toc68467984][bookmark: _Toc71035488][bookmark: _Toc74344481]Undang-undang Republik Indonesia No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Siak, beserta Peta Administrasi Kabupaten Siak
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Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Siak

[bookmark: _Toc67430241][bookmark: _Toc68467985][bookmark: _Toc71035489][bookmark: _Toc74344482]Arsip Intruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 yang berisi larangan kegiatan Keagamaan, Kepercayaan, dan Adat Istiadat di Indonesia

[image: ]
Sumber: https://mmc.tirto.id/image/2018/02/20/surat-imlek-suharto--mild-01_ratio-9x16.jpg



[bookmark: _Toc67430242][bookmark: _Toc68467986][bookmark: _Toc71035490][bookmark: _Toc74344483]Surat Edaran Nomor 06 Presiden Kabinet Tahun 1967 yang menyatakan Masyarakat Tionghoa harus mengubah namanya menjadi nama yang berbau Bahasa Indonesia
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Sumber:https://mmc.tirto.id/image/2020/01/24/surat-edaran-presidium-sebutan-cina--mild.jpg  
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Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286 Tahun 1978 Tentang pelarangan impor, penjualan, dan penggunaan Bahasa China
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Sumber:https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/Kepmendag_286_1978.pdf 







[bookmark: _Toc67430244][bookmark: _Toc68467988][bookmark: _Toc71035492][bookmark: _Toc74344485]Surat Edaran Ditjen PPG Departemen Penerangan RI Nomor 02/SE/Ditjen-PPG/K/1988 Tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara China
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Sumber: https://opac.perpusnas.go.id 



[bookmark: _Toc67430245][bookmark: _Toc68467989][bookmark: _Toc71035493][bookmark: _Toc74344486]Arsip Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat China
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Sumber:https://id.wikisource.org/wiki/Halaman:Keppres_no.6_tahun_2000.pdf/1 
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Lampiran IV: Surat Izin Riset
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REPUSLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAN KOPERAST

TENTERT PERDAGANGAN
DAN KOPERASI

N ENGINGAT

HENETAPKAN

SETTEA

KEPUTUSAN
MENTERT PERDAGANGAN DAN KOPERAST
No. 2F6 /KP/XIT/78.

TENTANG

LARANGAN MENGIMPOR, MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN
SEGALA JENIS BARANG CETAKAN DALAM HURUF/AKSARA DAN
BAHASA CINA

MENTERT PERDAGANGAN DAN KOPERAST

: bahwa untuk kepentingan pembic.: dat. pengembangan kebudayaan Indonesia
denmi kesatuan dan persatuan bangs. serta peningkatan pembinaan kesatuan
bahasa Nasional, dipandang perl mengeluarkan larangan mengimpor, mem -
perdagangkan dan mengedarkan seg.. a jenis barang cetakan dalam huruf/ak
sara dan bahasa Cina yang berasal dari impor.

: 1. Bedrijfsreglementerings Ordoracntie Tahun 1934. (Stb.1938-86).

2. Peraturan Pemerintah No.16 Tzhun 1970 tanggal 17 April 1970 tentang
Penyempurnaan Pelaksanaan Eke -, Impor dan Lalu Lintas Devisa seba-
gainana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP. No.29 Tahun-
1978 tentang Perubahan Besart; . Pajak Ekspor sebagaimana dimaksud da
lam Peraturan Pemerintah No... tahun 1970 yang diubah dengan P.P. No
mor 11 tahun 1976 dan P.P. No. 1 tahun 1978.

3. Keputusan Presiden No.260 Tahun 1967, tanggal 28 Desember 1967 ten-
tang Penegasan Penugasan dan 7-nggung Jawab Menteri Perdagangan da -
lam Bidang Perdagangan Luar Negeri.

4. Reputusan Presiden No.45 Tahua 1974 ctanggal 6 Agustus 1574  tentang
Susunan Organisasi Departemen :o. Keputusan Presiden No.l5  Tahun-
1978, tentang Perubahan beberasa pasal dari lampiran 5,6,9 dan 16 ;
Keputusan Presiden No. 45 Tahu. 1974 tentang Susunan Organisasi De -
partemen, sebagaimana diubah deongan Keputusan Presiden No.12 7

1976 jo. Keputusan Presiden Mo 6 Tahun 1977.

. Keputusan Presiden R.I. No.59#/1978 tanggal 20 Maret 1978  tentang
Tembentukan Kabinet Pembangunai LI1.

M EMUTUSKAN

: KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DiN KOPERASI TENTANG LARANGAN MENGIMPOR ,
MFMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAY 3iGALA JENIS BARANG CETAKAN DALAM HU -
RUF /AKSARA DAN BAHASA CINA.

: Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan barang cetakan adalah buku, ma
jalah, leaflet, brosur dan surat “abar yang ditulis atau dicetak da-
1am huruf/aksara dan bahasa C ng berasal dari impor.

: Mclarang mengimpor, memperdagangkan dan mengedarkan baik langsung mau -

pun tidak langsung barang-bavary sebagaimana tercantum dalam diktum PER
TAMA. i

+ Panpoc

alian dari ketentuan tevsehut dalam diktum KEDUA di-atas, haiya-
lali hazi barang-barang cetakan viug bersifat ilmiah untuk dipergunakan-
oleh Poreuroan Tinegi, Lembaga Pesdidikan lainnya dan Instansi Pemerin-
tak dan harus dengan {zin dari Meateri Perdagangan dan Koperasi sctelah
mendengar pendapat Menteri Pendicikan dan Kebudayaan.
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DITETAPKAN DI :J A KA RTA

PADA TANGGAL :28 DESEMBER 1978.

MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI
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: Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini dapat dike-

pada
Menteri Perdagangan dan Koperasi dan atau sanksi-sanksi lainnya berdasar

Hal-hal yang Jiperlukan untuk melaksanakan keputusan ini akan ditetapkan
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63267 faximile (0761) 65804 Laman www.fkip.unri.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
Nomor : 1238 /UN19.5.1.1.5/TD.06/2021

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI FKIP UNIVERSITAS RIAU

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS RIAU

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Tembusan :

Surat Ketua Jurusan Pendidikan Iimu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Riau No.
219/UN19.5.1.1.5/PIPS/FKIP/2021

a Bahwa untuk lancarnya proses penyelesaian tugas akhir bagi mahasiswa yang akan
menyelesaikan perkuliahannya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Riau, perlu di tunjuk pembimbingnya

b Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat Keputusan

Dekan.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

3 Peraturan Menristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan

N

Tinggi.
4 Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor - 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Universitas Riau.
« 1766/UN.19/KP/2019  Tanggal 22 Juli 2019 Tentang

5 Keputusan  Rektor Nomor
Pengangkatan Dekan FKIP-Universitas Riau
MEMUTUSKAN
. KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS RIAU TENTANG PEMBIMBING SKRIPSL

. Bahwa nama tersebut dibawah ini disamping mclaksanakan pekerjaan pokok, untuk sementara

diangkat sebagai pembimbing skripsi, yaitu :
1. Dr. Bunari, S. Pd., M. Si
2. Asril,, M. Pd.

Mahasiswa yang dibimbing
Nurhaini Manungkalit/1605114770

sebagai pembimbing [
sebagai pembimbing II

Nama/NIM
Prodi/Jurusan @ Pendidikan Sejarah/Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Judul Skripsi Aktivitas Perekonomian Etnis Tionghoa Di Siak Sti Indrapura Pada Masa Orde

Baru (1966-1998)
. Surat Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan (27 Mei 2021 s/d 27 November
2021) dengan ketentuan apabila dikemudian hari temyata Terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
pada tanggal : 27 Mei 2021
Dekan,

kNIP.l9601H2 198703 1004

] Wakil Dekan Bidang Akademik FKIP UNRI
2. Ka. Jurusan 2 FKIP UNRI

3. Koordinator Prodi 2 FKIP UNRI

4.Yang bersangkutan,
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293
Telp. (0671) 63267 Fax. (0761) 65804
Laman: www. fXip unri.ac.id

Nomor 4865 1uN195.1.1.5KM 072020 Pekanbaru, 26 November 2020
Lampiran K

Hal Mohon Rekomendasi Penelitian (Riset)

KepadaYth,

Bapak/Ibu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

di—

Tempat

Dengan hormat, )
Melalui surat ini kami sampaikan bahwa, salah scorang Mahasiswa Fakultas Keguruan dan llmu

Pendidikan Universitas Riau -

Nama “Nurhaini Manungkalit
NIM 1605114770
Jurusan PLAPS

Program Studi -Pendidikan Scjarah
Akan melaksanakan penelitian sebagai syarat penyelesaian studi program S1 pada Fakultas

Keguruan dan lImu Pendidikan Universitas Riau,

Aktivitas Perekonomian Etnis Tionghoa di Siak Sri Indrapura Pada Masa Orde.
Baru (1966-1998)

Lama Penehtian ;3 Bulan

Lokasi Penelitian : Siak Sri Indrapura

Pembimbing 1 : Dr. Bunari, S.Pd, M.Si

Pembimbing 2 Asril, M.Pd

Judul Penclitian

Oleh sebab itu, mohon bantuan saudara agar dapat memberikan izin penelitian bagi mahasiswa
yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan atas bantuan dan kerjasama diucapkan terimakasih

. Mahdum, M.Pd
1121987031004
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PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubemur Riau
1. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEK AN BAR U
Emall : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI
Nomor : 503/DPMPTSPINON IZIN-RISET/36753
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01
aca Surat
: Dekan Fakultas Keguruan dan limu Pendidikan Universitas Riau, Nomor :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah memb:
Permohonan Riset dari :

4865/UN19.5.1.1.51KM.07/2020 Tanggal 26 November 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : NURHAINI MANUNGKALIT

2. NIM/KTP i 1605114770

3. Program Studi : PENDIDIKAN SEJARAH

4. Jenjang 18t

5. Alamat : PEKANBARU

6. Judul Penelitian + AKTIVITAS PEREKONOMIAN ETNIS TIONGHOA DI SIAK SRI INDRAPURA PADA
MASA ORDE BARU (1866-1998)

7. Lokasi Penelitian SIAK SRI INORAPURA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan keglatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud. /

XS

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 November 2020

D\, Ditandatangani Secara Elokonik Melsui
Sistem informas! Mansjemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupali Siak
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Keguruan dan llmu Pendidikan Universitas Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan
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Instruksi Presiden RI
No. 14 Tahun 1967

Tentang Agama Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina

Menginstruksikan kepada Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri,
serta segenap badan dan alat pemerintah di pusat dan daerah, untuk
melaksanakan kebijaksanaan pokok mengenai agama, kepercayaan,
dan adat istiadat Cina sebagai berikut:

1. Tata-caraibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil
yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus
dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau
perorangan.

2. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat istiadat Cina
dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan
dilakukan dalam lingkungan keluarga.

3. Penentuan katagori agama dan kepercayaan maupun
pelaksanaan cara-cara ibadah agama, kepercayaan dan
adat istiadat Cina diatur oleh Menteri Agama setelah
mendengar pertimbangan Jaksa Agung.

4. Pengamanan dan penertiban terhadap pelaksanaan
kebijaksanaan pokok ini diatur oleh Menteri Dalam
Negeri bersama-sama Jaksa Agung.

Ditetapkan di Jakarta
6 Desember 1967

Pejabat Presiden Republifndonesia

. Soeharto

Jenderal TNI

tirto.id
Sumber: bphn.go.id Infografik: Sabit
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SURAT EDARAN PRESIDIUM
KABINET AMPERA

Nomor 06 Tahun 1967 Tentang Masalah Cina

Pada waktu kini masih sering terdengar pemakaian istilah “Tionghoa/Tiongkok”
di samping istilah “Cina” yang secara berangsur-angsur telah mulai menjadi istilah
umum dan resmi.

Dilihat dari sudut nilai-nilai ethologis-politis dan etimologis-historis, maka
istilah “Tionghoa/Tiongkok” mengandung nilai-nilai yang memberi assosi
psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia, sedang istilah “Cina” tidak lain
hanya mengandung arti nama dari suatu dynasti dari mana ras Cina tersebut
datang, dan bagi kita umumnya kedua istilah itupun tidak lepas dari aspek-aspek
psykologis dan emosionil.

Berdasarkan sejarah, maka istilah “Cina-lah yang sesungguhnya memang sejak
dahulu dipakai dan kiranya istilah itu pulalah yang memang dikehendaki untuk
dipergunakan oleh umumnya Rakyat Indonesia.

Lepas dari aspek emosi dan tujuan politik, maka sudah sewajarnya kalau
kita pergunakan pula istilah “Cina” yang sudah dipilih oleh Rakyat Indonesia
umumnya.

Maka untuk mencapai uniformitas dari efektivitas, begitu pula untuk
menghindari dualisme di dalam peristilahan di segenap aparat Pemerintah, baik
sipil maupun militer, ditingkat Pusat maupun Daerah kami harap agar istilah
“Cina” tetap dipergunakan terus, sedang istilah “Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan.

Demikian, untuk mendapat perhatian seperlunya.

Jakarta, 28 Juni 1967

PRESIDIUM KABINET AMPERA
SEKRETARIS

SUDHARMONO, SH
BRIG.JEN TNI





